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MATRIKS PERBANDINGAN 

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG 

MILIK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 41 TAHUN 

2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGGOLONGAN DAN 

KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH 

 

Peraturan Bupati Karanganyar 

Nomor 36 Tahun 2020 

Tentang 

Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 

Peraturan Bupati Karanganyar 

Nomor 41 Tahun 2023 

Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tentang 

Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR, BUPATI KARANGANYAR, 

Menimbang: 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 Peraturan Daerah 

Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; 

Menimbang: 

a. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja 

(SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar maka 

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan 

Kodefikasi Barang Milik Daerah perlu diubah;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan 

Kodefikasi Barang Milik Daerah; 

Mengingat: Mengingat: 
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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan 

Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Karanganyar Tahun 2020 Nomor 36); 
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang 

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 95); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG 

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI 

BARANG MILIK DAERAH 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG 

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI 

BARANG MILIK DAERAH. 
 

 Pasal I 

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan 

Kodefikasi Barang Milik Daerah pada Lampiran huruf B diubah dan 
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dibaca sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 

4. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah 

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

5. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik 

ke dalam akun, kelompok, jenis, objek rincian objek, sub rincian 

objek dan sub-sub rincian objek. 

6. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah 

sesuai dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Daerah. 
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7. Aset Tetap Renovasi (ATR) yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap 

yang bukan milik entitas/ satuan kerja, sepanjang memenuhi syarat-

syarat kapitalisasi aset tetap. 

8. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang 

masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap 

digunakan pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, 

irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses 

perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan 

membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal 

pelaporan keuangan. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi 

Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses 

pembangunan/pengerjaan. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. kodefikasi barang; 

b. kode lokasi; dan 

c. kode register. 

 

BAB III 

KODEFIKASI BARANG 

 

Pasal 3  
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(1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 

meliputi kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode 

rincian obyek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian 

objek BMD. 

(2) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian objek, 

dapat dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

Pasal 4 

(1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

meliputi: 

a. level 1 menunjukkan kode akun; 

b. level 2 menunjukkan kode kelompok; 

c. level 3 menunjukkan kode jenis; 

d. level 4 menunjukkan kode objek; 

e. level 5 menunjukkan kode rincian objek; 

f. level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan 

g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek. 

(2) Rincian dan uraian Penggolongan dan Kodefikasi BMD 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari: 

a. kode BMD; dan 

b. kode lokasi BMD. 

 

BAB IV 

KODE LOKASI 
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Pasal 5 

(1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, 

menggambarkan lokasi masing-masing BMD. 

(2) Kode lokasi BMD adalah kode 12. 

 

BAB V 

KODE REGISTER 

 

Pasal 6 

(1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c 

meliputi: 

a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan 

b. kode barang dan nomor urut pendaftaran. 

(2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada 

setiap BMD dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk 

kode batang (barcode). 

(3) Setiap BMD diberikan label kode register sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), kecuali: 

a. persediaan; 

b. Aset Tetap Renovasi (ATR); 

c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); 

d. Akumulasi Penyusutan; 

e. Akumulasi Amortisasi; dan 

f. Aset Tidak Berwujud (ATB). 

 

BAB Vl 

PENDANAAN 
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Pasal 7 

Pendanaan pelaksanaan Penggolongan dan kodefikasi BMD bersumber 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar. 

Ditetapkan di Karanganyar 

pada tanggal 20 April 2020 

BUPATI KARANGANYAR, 

ttd 

JULIYATMONO 

Ditetapkan di Karanganyar 

pada tanggal 20 April 2020 

BUPATI KARANGANYAR, 

ttd 

JULIYATMONO 

Diundangkan di Karanganyar 

pada tanggal 20 April 2020 

Diundangkan di Karanganyar 

pada tanggal 31 Juli 2023 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KARANGANYAR,  

ttd 

SUTARNO 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KARANGANYAR, 

ttd 

TIMOTIUS SURYADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

TAHUN 2020 NOMOR 36 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

TAHUN 2023 NOMOR 41 

LAMPIRAN LAMPIRAN 
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